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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN

PEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing industri

nasional, perlu melakukan penyederhanaan perijinan di

bidang perdagangan, khususnya ekspor produk

pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian;

b. bahwa ketentuan ekspor produk pertambangan hasil

pengolahan dan pemurnian dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan

dan Pemurnian, dinilai sudah tidak relevan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan

dan Pemurnian, dan mengatur kembali ketentuan ekspor

produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang

Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang

Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5142);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

13. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode

Tahun 2014 - 2019;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan

Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single

Window;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012

tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);

17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Nomor 1 Tahun 2014 Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di

Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan

Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Peningkatan

Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan

Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau

Penelusuran di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN

EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN

PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen

utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan

mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat

dan bahan tambahan iodium, anticaking atau

free-flowing maupun tidak, yang termasuk dalam Pos

Tarif/HS:
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a. 2501.00.10.00 : - Garam meja

b. 2501.00.20.00 : - Garam batu

c. 2501.00.50.00 : - Air laut

- Lain-lain:

d. 2501.00.90.10 : -- Mengandung natrium klorida

paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering

2501.00.90.90 : -- Lain-lain.

2. Garam Industri adalah Garam yang dipergunakan

sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk

kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit

97% dihitung dari basis kering, dengan Pos Tarif/HS

ex. 2501.00.90.10.

3. Garam Konsumsi adalah Garam yang dipergunakan

untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit

94,7% sampai dengan kurang dari 97% dihitung dari

basis kering, dengan Pos Tarif/HS ex. 2501.00.90.10.

4. Importir Garam Industri adalah perusahaan yang

melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang

menggunakan bahan baku atau bahan penolong

Garam Industri.

5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan

sebagai izin untuk melakukan impor Garam.

6. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian

dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh

Surveyor.

7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran

teknis barang Impor.

8. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang

selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang

menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

10. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang

ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan

pelayanan perizinan pada UPTP I.
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